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Tukar Menukar dilakukan dengan:

a. Pemerintah Daerah;

b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau

c. swasta, baik badan hukum maupun perorangan.

Objek Tukar Menukar, baik Aset yang dilepas maupun

barang pengganti, harus berada dalam wilayah Badan

Pengusahaan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dalam hal Aset yang dilepas berada pada wilayah

kerja kantor perwakilan Badan Pengusahaan, maka

barang penggantinya dapat berada di dalam maupun di

luar wilayah kerja kantor perwakilan Badan Pengusahaan

yang bersangkutan.

Pasal 56

Pemilihan mitra Tukar Menukar dilakukan melalui tender
dengan pengumumannya di 1 (satu) media massa
nasional, 1 (satu) media massa lokal dan/atau 1 (satu)
media massa internasional.
Dalam hal pada pelaksanaan tender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) calon mitra Tukar Menukar yang
memasukan penawaran kurang dari S5 (lima) peserta,
dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional,
media massa lokal dan/atau media massa internasional.
Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2):
a. terdapat paling sedikit S5 (lima) peserta, proses

dilanjutkan dengan tender;
b. calon mitra Tukar Menukar kurang dari 5 (lima)

peserta, proses dilanjutkan dengan:

1. seleksi langsung untuk calon mitra Tukar

Menukar paling sedikit 2 (dua) peserta; atau
2. penunjukan langsung, untuk calon mitra Tukar

Menukar yang hanya 1 (satu) peserta.

L.
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Tata cara Tukar Menukar melalui tender mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN.

Pasal 57

Mitra Tukar Menukar dapat ditentukan tanpa melalui

tender dalam hal:

a. mitra Tukar Menukar merupakan Pemerintah
Daerabh;

b. mitra Tukar Menukar merupakan pihak yang
mendapat penugasan dari Pemerintah atau Badan
Pengusahaan dalam rangka pelaksanaan
kepentingan umum; atau

c. mitra Tukar Menukar penyedia barang pengganti
hanya 1 (satu) mitra.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemilihan mitra Tukar Menukar dapat dilakukan

melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar:

a. Aset berupa tanah, atau tanah dan bangunan:

1. yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Negara lain, dan/atau Pihak Lain
yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah
dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum;
untuk menyatukannya dalam 1 (satu) lokasi;
untuk menyesuaikan bentuk Aset berupa tanah
agar penggunaannya lebih optimal;

4. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
Pemerintah; atau

S. guna mendapatkan/memberikan akses jalan;

b. Aset berupa bangunan yang berdiri di atas tanah
Pihak Lain;

c. Aset selain tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan dengan:

1. Pemerintah Daerah; dan/atau

2. Pihak Lain yang mendapatkan penugasan dari
Pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan

V&

kepentingan umum.
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Pasal 58

(1) Tukar Menukar tanpa melalui tender dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:

a.

Kepala Badan Pengusahaan mengajukan

permohonan kepada Menteri Keuangan yang paling

sedikit memuat:

1
2,

4.

pertimbangan permohonan;

spesifikasi, harga perolehan dan nilai wajar Aset
yang akan dilepas;

spesifikasi dan harga barang pengganti, dengan
ketentuan nilai barang pengganti tersebut paling
sedikit sama dengan nilai wajar Aset yang
dilepas; dan

identitas calon mitra Tukar Menukar;

Menteri Keuangan melakukan penelitian atas

permohonan Tukar Menukar tersebut;

dalam hal berdasarkan penelitian permohonan Tukar

Menukar dapat disetujui, maka persetujuan tersebut

dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada

Kepala Badan Pengusahaan;

berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut,

Kepala Badan Pengusahaan melaksanakan Tukar

Menukar;

dalam hal berdasarkan penelitian permohonan Tukar

Menukar tidak disetujui, maka Menteri Keuangan

menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Badan

Pengusahaan disertai alasannya;

untuk Tukar Menukar berupa tanah dan/atau

bangunan, setelah pelaksanaan pengadaan barang

pengganti selesai, Kepala Badan Pengusahaan

melakukan penelitian barang pengganti yang

meliputi:

L

kesesuaian data dan spesifikasi barang
pengganti dengan ketentuan perjanjian
dan/atau addendum perjanjian; dan

meneliti kelengkapan dokumen barang

pengganti; -

P
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g. pelaksanaan Tukar Menukar dituangkan dalam
suatu berita acara serah terima yang ditandatangani
oleh Kepala Badan Pengusahaan dan mitra Tukar
Menukar;

h. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
pada huruf g, Kepala Badan Pengusahaan
menetapkan keputusan Penghapusan Aset yang
dilepas, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada
huruf g dan mengusulkan penetapan status
Penggunaan terhadap barang pengganti sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN.

(2) Segala tindakan yang dilakukan dalam perencanaan,
persiapan dan pelaksanaan Tukar Menukar tanpa melalui
tender, termasuk segala akibat hukum yang
menyertainya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Kepala Badan Pengusahaan.

Paragraf 4
Hibah

Pasal 59
(1) Hibah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan
penyelenggaraan Pemerintahan Negara/Daerah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak; dan
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan Pengusahaan.
(3) Hibah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan

setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

> o ol
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Pasal 60

Hibah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.

Kepala Badan Pengusahaan mengajukan permohonan
kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil kajian internal Badan
Pengusahaan;

Menteri Keuangan meneliti dan mengkaji permohonan
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2);

Menteri Keuangan menyetujui atau tidak menyetujui
terhadap permohonan Hibah yang diajukan oleh Kepala
Badan Pengusahaan sesuai batas kewenangannya,;
Kepala Badan Pengusahaan melaksanakan Hibah dengan
berpedoman pada persetujuan Menteri Keuangan;
pelaksanaan serah terima Aset dituangkan dalam berita
acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala
Badan Pengusahaan dan pihak penerima Hibah;
berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
huruf e, Kepala Badan Pengusahaan menetapkan
keputusan Penghapusan atas Aset yang dihibahkan paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berita acara
tersebut;

salinan keputusan Penghapusan atas Aset yang
dihibahkan beserta fotokopi berita acara serah terima
disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan kepada
Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal keputusan Penghapusan tersebut.

Pasal 61

Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

huruf a:

a.

untuk permohonan Hibah Aset berupa tanah dan/atau

bangunan, harus disertai dengan:

1. rincian barang yang akan dilakukan Hibah, termasuk
bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku,
kondisi dan lokasi;

2. data calon penerima Hibah;

#
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3. surat pernyataan dari Kepala Badan Pengusahaan
bahwa Hibah tidak mengganggu penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan Pengusahaan; dan

4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari
calon penerima Hibah;

b. untuk permohonan Hibah Aset selain tanah dan/atau
bangunan, harus disertai dengan data pendukung
meliputi:

1. rincian barang yang akan dilakukan Hibah, termasuk
tahun perolehan, identititas/spesifikasi, nilai buku,
lokasi, dan peruntukan barang;
data calon penerima Hibah,;
surat pernyataan dari Kepala Badan Pengusahaan
bahwa Hibah tidak mengganggu penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan Pengusahaan; dan

4. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari
calon penerima Hibah;

c. dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1 tidak ada, dapat digantikan dengan bukti
lainnya seperti dokumen kontrak, akte/perjanjian jual
beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat

dipersamakan dengan itu.

Pasal 62
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Aset dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN.

Bagian Kedelapan

Pemusnahan

Pasal 63
(1) Pemusnahan dilakukan apabila:
a. Aset tidak dapat digunakan, tidak dapat dilakukan
Pemanfaatan, dan/atau tidak dapat dilakukan

Pemindahtanganan; atau

A
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b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan setelah
memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Kepala Badan Pengusahaan dan
dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

(4) Pemusnahan dilaporkan oleh Kepala Badan Pengusahaan
kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemusnahan disertai
dengan fotokopi berita acara Pemusnahan.

(5) Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan
dokumen Pemusnahan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemusnahan diatur
dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan cq. Direktur

Jenderal.

Bagian Kesembilan

Penghapusan

Pasal 64
Penghapusan pada Badan Pengusahaan meliputi:
a. Penghapusan dari pembukuan Badan Pengusahaan; dan

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 65
(1) Penghapusan dari pembukuan Badan Pengusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dilakukan
dalam hal Aset sudah tidak berada dalam penguasaan
Badan Pengusahaan, terjadi Pemusnahan, atau sebab-
sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan.
A
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(2) Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Kepala Badan Pengusahaan dan

dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 66
Penghapusan Aset dari Daftar Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dilakukan
dalam hal Aset tersebut sudah dilakukan Pemindahtanganan,
terjadi Pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain yang secara
normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab

Penghapusan.

Pasal 67

(1) Penghapusan dilakukan oleh Kepala Badan Pengusahaan
dalam suatu keputusan, setelah memperoleh persetujuan
Menteri Keuangan.

(2) Penghapusan dilaporkan oleh Kepala Badan Pengusahaan
kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal pelaksanaan Penghapusan disertai
dengan salinan keputusan Penghapusan dan dokumen

terkait lainnya.

Pasal 68
Tata cara Penghapusan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Kesepuluh

Penatausahaan

Pasal 69
(1) Kepala  Badan Pengusahaan  wajib  melakukan
Penatausahaan atas Aset yang Dberada dalam

penguasaannya.

'8
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Penatausahaan meliputi:

a. pembukuan;

b. inventarisasi; dan

c. pelaporan.

Badan Pengusahaan melakukan Penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut
Penggolongan dan kodefikasi BMN.

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pelaksanaan,
prosedur, dan format dokumen Penatausahaan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Kesebelas

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 70
Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset
dilakukan oleh:
a. Menteri Keuangan; dan/atau
b. Kepala Badan Pengusahaan.
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

=)

pengadaan;

Penggunaan;

o o

Pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
Penilaian;

Pemindahtanganan;

5o 0

Pemusnahan;

[y

Penghapusan; dan

j.  Penatausahaan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan prosedur
pengawasan dan pengendalian Aset mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN.

V'8
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

(1) Dalam rangka pengelolaan Aset Dalam Penguasaan,
Badan Pengusahaan dapat melakukan kerja sama dengan
pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pemanfaatan
dalam bentuk lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pihak
ketiga dalam rangka pengelolaan Aset Dalam Penguasaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan  Kepala Badan  Pengusahaan  setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan cq. Direktur

Jenderal.

Pasal 72
Badan Pengusahaan mencatat Aset Dalam Penguasaan sebagai

Aset Lainnya.

Pasal 73
Pengelolaan Aset Dalam Penguasaan dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74
Ketentuan mengenai pengelolaan Aset pada Badan
Pengusahaan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan BMN.

/8
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. permohonan Pemanfaatan berupa KSPI yang telah
diajukan oleh Kepala Badan Pengusahaan dan belum
mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, proses selanjutnya
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

b. persetujuan Pemanfaatan yang telah diterbitkan oleh
Kepala Badan Pengusahaan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat
persetujuan diterbitkan;

c. persetujuan Pemanfaatan yang telah diterbitkan oleh
Kepala. Badan Pengusahaan dan belum dilaksanakan,
dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

d. permohonan Pemanfaatan yang telah diajukan namun
belum  memperoleh  persetujuan  Kepala  Badan
Pengusahaan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini;

e. persetujuan pengelolaan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf d yang telah
diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat
persetujuan diterbitkan; dan

f.  permohonan persetujuan pengelolaan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang telah
diajukan oleh Kepada Badan Pengusahaan kepada Menteri
Keuangan dan belum memperoleh persetujuan Menteri
Keuangan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 4/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan

Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Peraturan Menteri ini dan harus disesuaikan paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009

tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Penilaian dan
Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2013

tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 77
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

£
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 550

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt Kepala Bagxan ﬁdrmmstram Kementerian
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